
4. 

3. 

2. 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI 
Tahun 1999 Nornor 174, TambahanLembaran Negara Rl 
Nornor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 
2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961); 
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan 
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur 
dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nornor 21, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nornor 4264); 
Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q7 
Nornor 67• Irwbrbzr 

1. 

c. 

bahwa program Konfirmasi Status Wajib Pajak merupakan 
pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang 
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan 
Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Halmahera Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan 
Kewajiban Pajak Di Kabupaten Halmahera Selatan. 

b. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

Mengingat: 

Menimbang: a. 

TENT ANG 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK 

DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

BUPATIHALMAHERASELATAN 

PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 
NOMOR ~~ TAHUN 2020 



dan perangkat 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan 
2. Pemerintah d~erah adalah Bupati I lalmah;ra Selatan 

daera~ sebaga1 unsur penyelenggaraan pemecigtab 3· Buoat1 Cd?Jeb Br : · IE - ---· 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN 
KEWAJIBAN PAJAK DJ KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

5. Undang-Unnang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayerieri 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ten tang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 
2017 ten tang Perce pa tan Pelayanan Berusaha (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 210); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 
tentang tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam 
Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 126) 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan T'ahun 2016 nornor 8); 

0 



Tujuan peraturan Bupati ini : 
(1) Mengoptimalkan dana bagi hasil pajak 
(2) Meningkatlcan kepatuhan wajib pajak 
(3) Meningkatkan kemudahan berusaha bagi pengusaha 

Pasal3 

Maksud d~bentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam 
Konfumas1 Status Wajib Pajak pelayanan 

BABll 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya di singkat PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 
Pclayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Halmahera Selatan. 

6. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dsingkat KPP adalah Unit Kerja 
dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan Pelayanan di bidang 
Perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib 
pajhak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Oirektorat 
J enderal Pajak; 

7. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang 
selanjutnya disingkat KP2KP adalah unit kerja di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang merupakan perpanjangan 
tangan dari KPP Pratarna; 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah. 

9. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor 
yang diberikan keoada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan yaing dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau 
identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakan. 

10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik 
tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak 

11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah infonnasi yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka 
pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseoarang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar 
usaha. 

13. Pelaku usaha adalah perseorang atau non perseorangan yang melakukan 
usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 

14. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah 
Oaerah kepada masyarakat 



;:'.;;".'an Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (] I tcrdiri 
a. Iz~n Usaha Perdagangan; 
b. lzin Usaha Hiburan · 
c. Izin Use.ha Restora~; 
d. Izin Usaha Pariwisata· 
e. lz!n Mcndirikan Ban~nan; 
f. Izm U saha Perikanan · 
g. Izin Trayek ' 
h. Izin Pemondokan 
1. Izin Prinsip; 
j. Izin Lokasi; 

Pasal7 

BABIV 
LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dilakukan melalui: 

a. ~istem in_fonnasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem 
mfonnas1 pada KPP Pratama; dan/atau 

b. sistem infonnasi pada KPP Pratama. 

Pasal6 

Pemerintah Daerah atau KPP Pratama akan mengirimkan Keterangan 
Status Wajib Pajak yang Berisi lnformasi tentang: 
a. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
b. Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat 

Pemberitahuan Masa dari Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan; dan 
c. Pajak terutang yang sudah dibayar 
Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

(2) 

(1) 
PasalS 

(1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum 
mcmberikan layanan publik tertcntu. 

(2) Konfirrnasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 
secara online melalui sistem informasi Pemerintah Daerah atau KPP 
Pratama untuk mcmperoleh keterangan status Wajib Pajak valid. 

(3) Dalam hat Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus 
menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid. 

(4) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama menerbitkan Konfirmasi Status 
Wajib Pajak atas Keterangan Status Wajib Pajak yang data dan 
informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data 

BAB III 
KONFIRMASI S'I'ATUS W AJIB PAJAK 

Pasal4 



A BOTUTmE SE.MM 
50621 198603 1 001 

JS DAERAH 
MAHERA SELATAN, 

Ditetapkan di Labuha 
Pada tanggal - ~-3·· ';~!:the- 2020 

Agar ~e?8:P orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati irn dengan penempatan dalarn Berita Daerah Kabupaten Halmahera Sela tan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 10 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Pembinaan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dilaksanakan oleh 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam konsultasi, monitoring 
dan evaluasi. 

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

Pasal9 

BAB VI 
PEMBINAAN 

Pemerintah Oaerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 7 kepada pemohon apabila pemohon dapat memenuhi : 
a. Status Wajib Pajak valid dari KPP Pratarna; atau 
b. Status Wajib Pajak valid dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Halmahera Selatan 

Pasal8 

BABV 
STATUS WAJIB PAJAK TERKAlT DENGAN PEMBERIAN 

LAY ANAN PUBLIK TER'rENTU 


